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TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

“Ioa.

ADMINISTRASI UMUM TINGKAT KELURAHAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur, telah diatur tentang tanggung jawab dan

- penetapan SOP pada masing-masing SKPD;

bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota
Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Standar
Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Umum Tingkat

-Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Timur;

. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 24

Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan SOP (Beriia Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 24);

. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 79

Tahun 2018 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis (Berita

"Daerah  Provinsi Dasrah XKhusus Ibukota Jakarta

Tahun 2018 Nomor 65018);

. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 56

Tahun 2021 tentang Pengorganisasian Kearsipan Daerah
(Berita Daergh Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun 2021 Nomor 64009); '

4. Peraturan...
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4, Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 99
Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas (Berita Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021
Nomor 51033}); ,

5. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57
Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja (Berita
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun 2022 Nomor 71023);

6. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 69
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tambahan
Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 51027).

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA
TIMUR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
ADMINISTRASI UMUM TINGKAT KELURAHAN KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Umum
Tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Timur
merupakan pedoman baku secara tertulis yang  bersifat
administratif dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan
eksternal dan/atau internal.

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk
mewujudkan pelayanan internal dan/atau eksternal, yang:
efektif;

efisien;

transparan;

akuntabel;

konsisten;

aman;

nyaman; dan

pasti.

Jenis Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Umum

Tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Timur adalah

sebagai berikut : | ‘

1. SOP Penerimaan Surat Masuk Lurah dari Eksternal /
Masyarakat (Hardcopy);

2. SOP Penerimaan Surat Masuk Lurah dari Internal
(Softcopy) melalui e-office; ‘

3. SOP Surat...




3. SOP Surat Keluar;

4. SOP Pembuatan Jadwa. Monitoring Kegiatan;

S. SOP Persiapan Monitoring Kegiatan;

6. SOP Monitoring Kegiatan;

7. SOP Pembuatan Laporan Hasil Monitoring Kegiatan;
8. SOP Rapat;

9. SOP Pembuatan Laporan Hasil Rapat;

10. SOP Distribusi Surat / Berkas;

11. SOP Pengarsipan;

12. SOP Penanganan Pengaduan Masyarakat melalui Aplikasi
CRM.

KEEMPAT : Uraian SOP sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA
tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KELIMA : Pelaksanaan SOP ini didukung dengan sumber daya manusia,
prasarana dan sarana kerja serta sumber daya lainnya,;

KEENAM : Dalam rangka menjamin mutu pelayanan, monitoring dan
evaluasi dilaksanakan secara berkala sekurang-kurangnya 1
(satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan hasilnya wajib dilaporkan
kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
‘pada tanggal 16 Juni 2023

31998031003
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Tembusan :
1. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
3. PIt. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
4. Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Timur



